
 
 

Gubernur Jawa Barat 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR  20 TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 yang telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat; 

b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai kendaraan 
dinas Jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, kendaraan pinjam 
pakai Alat Kelengkapan DPRD, pakaian dinas, perjalanan dinas dalam 
provinsi dan luar provinsi, serta peningkatan kemampuan sumberdaya 
manusia bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, sehingga perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa 
Barat;  

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang  Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-22 Tahun 2010 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun Anggaran 2010; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 
Nomor 14 Seri E); 

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 
Tahun 2010 Nomor 17 Seri E); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 17 Seri E), diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (5), diubah sebagai berikut : 

(1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Jabatan beserta 
perlengkapannya. 

(2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit 
Kendaraan Dinas beserta pemeliharaannya dengan kategori very 
important person (VIP). 

(5) Untuk Kendaraan Pinjam Pakai Alat Kelengkapan DPRD, biaya 
perawatan, bahan bakar, penggantian ban, accu dan biaya perawatan 
lainnya, dibebankan kepada peminjam. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), setelah huruf e ditambah huruf e1  sebagai 
berikut : 

e1. Pakaian adat Jawa Barat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus 
ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun. 

 

3. Ketentuan  Pasal  18, diantara ayat (2) dan (3), disisipkan ayat (2a) 
sebagai berikut : 

(2a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses, besarannya 
ditetapkan berdasarkan Kabupaten/Kota terjauh di daerah pemilihan 
yang bersangkutan. 

 

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (4), diubah sebagai berikut : 

(4) Alokasi perhitungan penganggaran untuk biaya kunjungan kerja luar 
provinsi/studi banding per orang adalah sebesar Rp. 8.500.000,- 
(delapan juta lima ratus ribu rupiah). 

 

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2), diubah sebagai berikut : 

(2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa:  

a. Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/Workshop, 
yang dapat diikuti oleh setiap Alat Kelengkapan DPRD; 

b. In house training, yang diperuntukkan bagi setiap Alat 
Kelengkapan DPRD; dan 

c. Outbond, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.    
 
    

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf c dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

 
Ditetapkan di Bandung 

                                                                               pada tanggal 18 April 2011 
 

                                                                                GUBERNUR JAWA BARAT, 
 
 
. 

                             ttd 
 
 
                 AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 18 April 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
       JAWA BARAT 
 
 
                   ttd 
 
 
          LEX LAKSAMANA 
 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR  19 SERI E 


